4.1.

BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan observasi yang telah dilakukan penulis

mengenai Prosedur Penerimaan Denda PKB di Kantor Samsat III Kota

Semarang, serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya,

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1.

4.2,

Proses pencatatan dan penyetoran denda PKB di Samsat III Kota
Semarang telah dilakukan secara komputerisasi melalui beberapa sistem
khusus, seperti web rekonsiliasi, E-Penatausahaan 2025, dan PAD Online.
Setiap tahapan dilengkapi dengan proses pengecekan dan pencocokan data
guna meminimalisir kesalahan dan mencegah kecurangan.

Sistem komputerisasi dengan menggunakan web rekonsiliasi, E-
Penatausahaan 2025, dan PAD Online telah meningkatkan efisiensi dan
efektivitas prosedur, serta mendukung akuntabilitas dan transparansi
dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kendala teknis seperti gangguan jaringan dan risiko data ganda masih
menjadi hambatan, namun dapat diatasi melalui verifikasi manual oleh

bendahara penerimaan.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan hasil analisis di atas, penulis memberikan

beberapa saran sebagai berikut:
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1.
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Samsat III Kota Semarang dapat mempertimbangkan untuk menyusun
buku panduan khusus mengenai prosedur penerimaan oleh Bendahara
Penerimaan, sehingga proses tersebut dapat dipelajari secara literatur dan
menjadi acuan standar dalam pelaksanaannya.

Perlu diadakan pelatihan atau pembekalan teknis secara berkala bagi
bendahara penerimaan maupun petugas terkait agar mereka dapat
mengikut perkembangan sistem dan memahami prosedur terbaru secara
optimal.

Diperlukan untuk mengembangkan sistem terintegrasi yang mampu
melakukan pengecekan otomatis terhadap ketidaksesuaian data, sehingga
kesalahan input dapat dideteksi lebih cepat dan risiko kecurangan bisa

dicegah semaksimal mungkin.
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